KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6.1/UMUM/TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak tentang
Standar Pelayanan Pada Sekretaris Daerah Kota
Pontianak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

6. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak
[Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010
Nomor 3 Seri E Nomor 3); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah
Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota
Pontianak Tahun 2013 Nomor 30);

9.  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016
Nomor 7) Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan Pada Sekretariat Daerah Kota
Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dimaksud merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Standar pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota
Pontianak, meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. barang;

b. jasa; dan

c. administratif.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Pada Diktum
KESATU waijib dilaksanakan oleh
penyelenggara [pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK

NOMOR 6.1/UMUM/TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PONTIANAK

A. PENDAHULUAN

1. Visi
Tertib administrasi kesekretariatan melalui pelayanan prima.

2. Misi
a. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan
keuangan serta profesionalisme sumber daya manusia.
b. Menerapkan tertib administrasi persuratan.
c. Menerapkan tertib administrasi pengarsipan.
d. Menyajikan database kepegawaian yang akurat.

3. Motto
Pelayanan profesional untuk kepuasan masyarakat

B. STANDAR PELAYANAN
I. Jenis standar pelayanan:

Pelayanan Pembuatan Perjanjian Kerjasama (MoU)
Pelayanan Pemanfaatan Dokumen Pada Perpustakaan Hukum
Pelayanan Permintaan Data/Produk Hukum Daerah
Fasilitasi dan Pembahasan Keputusan Walikota
Fasilitasi Perumusan dan Pembahasan Peraturan Daerah
Fasilitasi dan Pembahasan Peraturan Walikota
Penanganan Pendampingan Hukum Perdata dan TUN
Fasilitasi Penyusunan LAKIP OPD
Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD
. Pembekalan Wawasan dan Pemberian Dana Operasional RT/RW
. Pelayanan Pembiayaan Transfortasi kepada Guru Ngaji
. Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak
. Fasilitasi Kegiatan Manasik Haji Massal Tingkat Kota Pontianak
. Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perusahaan (RKATP) & Perubahan BUMD
15. Pelayanan Pengesahan Laporan Tahunan BUMD
16. Pelayanan Persetujuan Penggunaan Laba BUMD
17. Pelayanan Pelaksanaan Koordinasi
18. Pelayanan Peminjaman Aula/Ruang Rapat
19. Pelayanan Konsultasi pada Bagian Organisasi
20. Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa
21. Pelayanan Tamu
22. Pelayanan Kunjungan Kerja/Study Banding
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II. Standar Pelayanan Sekretariat Daerah



STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pemanfaatan
Diokumen Pada Perpustakaan

No. Dokumen : JSEKRETARIAT /TAHUN 2020
Revisi 1
Tgl. Efelctif JANUARI 2020

Hukum

Unit Kerja : Bagian Hukum
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi
Mo. Homponen Uraiam
1. | Persyaratan Surat peminjaman, lisan
2. | Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur Pengunjung Pengunjung menerima Pengunjung
mengisi buku tamu dokumenbuku sesum mengembalikan
- permintaan ™  dokumenbuky sesua
kescpakatan
3. | Jangka Waktu 40 Menit
Pelayanan
4. | Biayaftarif Rp. 0 (Gratis)
Produk Pelayanan Pemanfaatan Dokumen Pada Perpustakaan Hukum
Pelayanan
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 081257684500
Pengaduamn, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Lamgsung dengan pejabat pengelola pengaduan
masukan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal crganisasi
[manufacturimg) :
Mo, Komponen Uraiain
1. | Dasar Hukum B- Undang-Undamg Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 1 Tahun 2014 fentang Pembentukan
Produk Hukum Dasrakh.
. Peraturan Menteri Pendayagunmaan Aparatur Megara danm Reformasi Birokrasi
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Momor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah
Kota Pontianak
. Peraturan Walikota Pontianak Momor 30 Tahuon 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemeriniah Koia Pontianak.
2. | Sarana, Prasarana, ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan
dan/atau Fasilitas Kamera
3. | Kompetensi Pelaksana | a. Memahami Peraturan Pemnundang-undangan
b. _Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Intermal 8. HKepala Sub Bagian
b. Hepala Bagian
c. Sekretaris
Jumiah Pelaksana 2 orang
Jaminan Pelayanan Dokumen yang tersedia lengkap, akurat dan terstur wntuk pemanfaatan yang
maksimal
7. | Jaminan Keamanan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
dan Keselamatan
Pelayanam
8. | Ewvaluasi Kinerja 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Permintaan Data/Produk Hukum

No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020

Revisi

Tgl. Efektif JANUARI 2020

Daerah

Unit Kerja : Bagian Hukum
A Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan [service delivery)
meliputi :
M. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat, melahui telepon
2. | Sistemn,
Mckanisme, dan OPD/Mahasiswa /um OPD/Mahasiswa,/u Menerima
Prosedur um mengajukan MU MeTeTimea data/produk
permintaan produk |l informasi ~*  hukum scsuai
hukum daerah mEengenai permintaan
kepada petugas baik ketersediaan
secara lisan ataupun data f produk
tertulis hukum
3. | Jangka Waktu 1 Jam 10 Menit
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. 0 |Gratis)
5. | Produk Pelayanan Permintaan Data/Produk Hulum Daerash
Pelayanan
6. | Penanganan 1. 8MS Pengaduan : 081257694300
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan
masukan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) :
Mo Homponen Uraian
1. | Dasar Hukum a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanon Publik.
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerntah
Kota Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Linglungan
Pemerintah Kota Pontinnak.
2. | Sarana, Prasarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Herja, Meja, Kursi, Internet,
dan /atau Fasilitas Hendaraan dan Kamera
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelakzans b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal | a. Kepala Sub Bagian
b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
3. | Jumlah Pelaksana 2 orang
6. | Jaminan Pelayanan | Data/Produk Hukum yang terbam, tepat dan benar
7. | Jaminan Keamanan | Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
dan Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja 1 Bulan Sckali

Pelakzanaan




STANDAR PELAYANAN

MNo. Dokumen : JSEKRETARIAT /TAHUN 2020
Revisi :
Perumusan dan Pembahasan Tgl. Efektif JANUARI 2020

Peraturan Daerah

Unit Kerja : Bagian Hulkum
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan (service delivery)
meliputi :
Mo. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Draft Raperda dan Maskah Akademik
2. | Sistem,
Mekanisme, dan OFPD menyerahkan usulan OFPD menerima Perda yang
Prosedur Raperda kepada Bagian telah disetujui Walikota dan
Hukum DPRD, untuk selanjutnya
lr dizsampaikan kepada Gubernur
dan Mendagri
OPD menerima waltu
pembahasan pembicaraan T
tingkat I, pembicaraan tinghkat 11
dari Sekretariat DPRD melalui OPD menverahkan usulan
Bagian Hukum, dan dilakukan Raperda kepada Bagian
pembahasan bersama Hukum
3. | Janghka Waktu 27 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Ep. 0 [Gratis)
3. | Produk Fasilitasi Perumusan dan Pembahasan Peraturan Daerah
Pelayanan
6. | Penanganan 1. 5MS Pengaduan : 081257694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayvanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayvanan di internal
organisasi imanufacturing) :
M. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publike.
b. Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014 tentang Pembentulan Produk
Hukum Dasrah.
c. Peranturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pantianak
£. Pernturmn Walikota Pontinnak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. Sarana, ATE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan fatau
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
S. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Perumusan dna Pembahasan Peraturan Daerah dengan benar dan tepat waktu.
Pelayanan
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sckali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN
2020
Fasilitasi dan Pembahasan Revisi
Peraturan Walikota Tgl. Efelktif JANUARI 2020

Unit Kerja : Bagian Hukum
A HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
melipati :
Nio. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Draft Perwa
2. | Sistem,
Mekanisme, dan OPD Pemrakarsa OPD menerima
Prosedur menyerahkan usulan Perwa Peraturan Walikota
kepada Bagian Hukum
i t
OPD menerima undangan OFD memperbaiki draft
pembahasan draft Perwa, - Perwa, disampaikan
dan menerima kepada Bagian Hukum
masukan koreksi
3. | Jangka Waktu 11 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. 0 (Gratis)
5. | Produk Fasilitasi dan Pembahasan Peraturan Walikota
Pelavanan
6. | Penanganan 1. EMS Pengaduan : 081257694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabatn pengelola pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) -
No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publile.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dasrah.
c. Permturan Menteri Pendayagunaan Aparmmtur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Telkmnis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. | Sarana, ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
danfatau
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memshami Peraturan Perundang-undangan
Felaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan A. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
C. Seckretaris
5. | Jumlah 2 grang
FPelaksana
6. | Jaminan Fasilitasi dan waktu pembahasan yang telah atur dan di jadwalkan dengan cepat
FPelayanan dan tersusun dengan rapi
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjaszama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Heselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Felaksanaan




Penanganan Pendampingan

ol AR FELAY, No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Revisi i
Hukim Perdats dan TUN Tgl. Efektif JANUARI 2020

Pelaksanaan

Unit Kerja : Bagian Hukum
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery)
meliputi :
Mo Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat Permintaan SKPD
2. | Sistem, n
Mekanisme, dan SDFD lljncn:_nma OPD menerima OFD menerima
Prosedur urat ;rrpmtaan | arahan dari Tim pendamgingan
It an‘:{; p— (Walikota) bantuan hukum
yang ditujukan rs
kepada Walikota
atss dasar OFD berkoordinasi
pc_ma:l.ggllan . dengan Bagian
prilaale yamg Hukum, dan
berwaiib :
3. | Jangka Waktu Pelakeanaan pengelolaan administrasi @ 2 Hari, pelaksanaan pendampingan
Pelayanan bantuan hukum sesuai dengan kasus yang ditangani [relatif)
4. | Biaya, tarif Rp. 0 [Gratis)
3. | Produk Penanganan Pendampingan Hukum Perdata dan TUN
Pelayanan
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 081257694300
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
sAran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
masukan Perencanaan)
B HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) :
Mo, Komponen Uraian
1. Dasar Hukum o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20049 tentang Pelayanan Publilk.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negam dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 20013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan fatau
Faszilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
5. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Penanganan Pendampingan Hulkum Perdata dan TUN dengan pendamping yang
Pelayanan tepat dan profesional
7. | Jaminan Surat MoU dan Perjanjian Kerjazama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Fasilitasi Penyusunan Laporan
Aluntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) OFPD

Mo, Dokumen ; JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Fevisi i

Tgl. Efeltif JANUART 2020

Unit Kerja : Bagian Organisasi
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
meliputi :
Mio. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Bahan/data terkait LAKIF OFPD
2. | Bistem,
Mekanisme, dan OFD i OPD menerima hasil
Prosedur menyampaikan OFD mi.':ni.'r.lma koreksi LAKIP,
bahan dan data undangan jadwal »| memperbaiki dan
LAKIF kepada fasilitasi baik disampaikan kepada
Bagian Organisasi SECAara Bagian Organisasi
3. | Jangka Wakin 19 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. O [Gratis]
3. | Produk Fasilitasi Penyusunan LAKIF SKFD
Pelayanan
6. | Penanganan 1. SMSE Pengaduan : 081257694500
Pengaduan, 2, Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) :
Nio. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daesrah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrnh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kot
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan fatau
Fasilitas
3. | Kompetensi c. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana d. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan A. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
S. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan LAKIP OFD benar dan lengkap tepat waktu dan akurat
Pelayanan
7. | Jaminan LAKIP dikirm ke pusat tepat waltu
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Fasilitasi Penyusunan
Perjanjian Kinerja [PK) OPD

No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Revisi -

Tgl. Efektif JANUART 2020

Unit Kerja : Bagian Organisasi
A Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan (service delivery)
meliputi -
Nio. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Bahan/data terkait Perjanjian Kinerja OPD
2. | Sistem,
Mckanisme, dan OFD OFD OFD menerima asistensi,
Prosedur menyampaikan MmEnerima melakukan perbaikan (jika ada),
bahan dan data | | undangan | g | menyampaikan kembali kepada
FPK SKFD jadwal Bagian Organisasi
kepada Bagian asistensi
Organisasi [ ]
Menerima PK yang telah
ditandatangani Walikota
bersama Kepala OFD
3. | Jangka Wakiu 11 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Ep. 0 |Gratis]
3. | Produk Pelayanan | Fasilitasi Penyusunan PK OFD
6. | Penanganan 1. EMS Pengaduan : 081257694500
Pengaduan, saran 2. Tersedia Kotak Pengaduan
dan masukan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
Perencanaan)
B HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) -
Mo Komponen Urgnian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Apamtur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
g. Peraturan Walikota Pontinnak MNomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Eota Pontianal.
2. | Sarana, ATE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan fatau
Fasilitas
3. | Kompetensi A. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan A. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK] dengan benar dan
Pelayanan tepat walkiu.
7. | Jaminan Perjanjian Kinerja (PK] di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAER PELAYANAN
No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Pembekalan Wawasan dan Revisi i
Pemberian Dana Operasional | Tgl. Efelctif JANUART 2020
RT/RW
Unit Kerja : Bagian Pemerintahan
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service
delivery) meliputi :
No. | Komponen Uraian
1. Persyaratan | Bahan/data RT/REW 20 Kelurahan se-Kota Pontianak
2. | Sistem,
Mekanisme, Kec/Kel Kee /Hel menerima RT/RW menerima
dan menginventarisir undangan bantuan dana
Prosedur data RT/RW 20 pertemuan f jadwal ¥ operasional
Kelurahan = pemberian dana
diserahkan ke operasional RT/EW untuk
Bag.Pemerintahan = = : :
3. | Jangka 1 Bulan 7 Hari
Wakiu
Pelayanan
4. | Biaya/tarif | Ep. D |gratis)
3 Produk Pembekalan Wawasan dan Pemberian Dana Operasional RT/RW
Pelayanan
. Penanganan | 1. SMS Pengaduan : 081257694500
Pengaduan, | 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
masukan Perencanaan)
B HKomponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi imanufacturing) :
No. HKomponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
k. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor | Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah NMomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontinnak
€. Pernturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Frasarana, dan Kamera
dan fatau
Fasilitas
3. | Kompetensi A. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
S. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembekalan Wawasan dan Pemberian Dana Operasional RET/RW tertib dan
Pelayanan lancer serta aman dan tepat sasaran
7. | Jaminan Dana Operasional RT/RW diberikan melalui rekening masing-masing agar aman
Keamanan dan dan tertib
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




Transfortasi kepada Gura Mgaji

STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Pelayvanan Pembiayvaan Revisl -
- - Tgl. Efektif JANUARI 2020

Pelaksanaan

Unit Kerja : Bagian Kescjahteraan Rakvat
A Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery)
meliputi :
Mo, Komponen LUraian
1. | Persyaratan Bahan/data permohonan bantuan guru ngaji
2. | Sistem,
Mekanisme, Guru Ngaji Gur ngaji
dan Prosedur 'Tra:ljs'u:lnal_ Guru Ngaji tc]_'plll.h scsuai a ~
menvampaikan mencrima kriteria uru ngap
permohonan ™ survei dan mendapat SK menerima dana
bantuan werifikasi ™ Walikota tentang n fasilitasi biaya
transportasi data Fasilitasi biaya transportasi
guru ngaji transportasi kepada guru
kepada guru ngaji siap uniuk
ngaji dilaksanakan
3. | Jangka Waktu | & Bulan
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. O |gratis)
3. | Produk Pelayanan Pembiayaan Transfortasi kepada Gura Ngaji
Pelayanan
6. | Penanganan 1. 8MS Pengadusan : 08157694 500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing :
Mo Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 20049 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentulkan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
£. Peranturnn Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 20013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianalk.
2. | Barana, ATE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Frasarana, dan Kamera
dan/atan
Faszilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan A. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Bekretaris
3. | Jumlah 2 prang
Felaksana
6. | Jaminan Pelayanan Pembiayaan Transfortasi kepada Guri Ngaji cepat dan tepat
FPelayvanan
7. | Jaminan Pelayanan Pembiayaan Transfortasi kepada Guru Ngaji tepat sampai pada
Keamanan dan sasaran
Keselamatan
FPelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Hevisl :
¥ Tgl. Efektif JANUARI 2020

Jamaah Haji Kota Pontianak

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service

A delivery) meliputi :
Mo. HKomponen Uraian
1. | Persyaratan Data jumlah jamaah calon Haji dan jadwal kepulangan
2. | Sistemn,
Mekanisme. dan Rekanan yang ditunjuk sebagai Jamaah haji menerima
Progechar ! penyedia pelayanan konsumsi fasilitasi konsumsi dari
menyiapkan konsumsi jamaah #| Pemerintah Kota Pontianak
haiji sesuai jadwal kepulangan
3. | Jangka Wakitu 3 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. O [gratis)
5. | Produk Pelayanan Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamash Haji Kota Pontianak
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan @ 08157694500
Pengaduan, saran | 2. Tersedia Kotak Pengaduan
dan masukan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [Kasubbag
Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
Organisasi (manufacturing) :
Mo Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dasrah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Momor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
FPrasarana, dan Kamera
danfatau
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 8. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
5. | Jumlah 2 orang
FPelaksana
6. | Jaminan Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji yang cukup, ramah dan nyaman
Pelayanan
7. | Jaminan Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah yang aman, bersih dan terjamin
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | | Bulan Sekali

Felaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Fasilitasi Kegiatan Manasik Haji
Maszal Tingkat Kota Pontianak

No. Dokumen : /SEKRETARIAT/TAHUN 2020
Revisi :

Tgl. Efeltif JANUARI 2020

Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat
A Komponen Standar Pelayvanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |service
delivery] meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan Bahan fdata terkait pelaksanaan kegiatan manasik haji massal
2 Sistem,
Mekanisme, dan Peserta manasik haji dan Bagian Peserta menerima
Prosedur Kesra berkoordinasi dan peserta fasilitasi manasik haji
menerima undangan manasik haji
3. | Jangka Waktu 11 Hari
FPelayvanan
4. Biaya [ tarif Rp. O |Gratis) _ _
A Produk Fasilitasi Kegiatan Manasik Haji Massal Tingkat Kota Pontianak
FPelavanan
a. Penanganan 1. SMS Pengaduan : 08157694300
FPengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaamn)
B Komponen Standar Pelayvanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) -
Mo Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor | Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturon Menteri Pendayagunaan Aparmtur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
. Peraturan Walikota Pontianak MNomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianal.
2. | Barana, ATE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
FPrasarana, dan Kamera
dan fatau
Fasilitas
3. | Kompetensi A. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan A. Kepala Sub Bagian
[nternal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Manasik haji missal
Pelavanan
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

] No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Pelayanan Pengesahan Hencana Revisi ;
Kerja dan Anggaran Tahunan . ; ,
Perusahaan [RKATP) & Tgl. Efektif JANUARI 2020

Perubahan BUMD

Unit Kerja : Bagian
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan [service
delivery) meliputi :
Mo, HKomponen Uraian
1. | Persyaratan Diraft REATP
2. | Sistem,
Mekanisme, Dewan Pengawas BUMD menerima dan
dan Prosedur T Ul M | ‘e haallge (hassmpaitan lepada Sngians
DPJEP BUMD Ekonomi dan Pembangunan
|
BUMD menerima SK BUMD menerima undangan
Pengesahan REATP . pembahasan REKATP
BUMD -
3. | Jangka Waktu 1 Bulan
Pelayanan
4. | Biaya, tarif Rp. 0 (Gratis)
3. | Produk Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan
Pelayanan |REKATP] & Perubahan BUMD
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 08157694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muks Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan |(Kasubbag
masukan Perencanagan)
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal

organisasi (manufacturing) :

MNo. Homponen

Uraian

1. Drasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanon Publik Pemerintah Kota
Pontinnak

£. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianal.

2. Sarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan

Prasarana, dan Kamera
danfatanu
Fasilitas
3. | Kompetensi A. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
5. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelavanan wakti,

7. | Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak

8. | Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen /SEKRETARIAT/ TAHUN 2020
) Rewvisi :
Felganan Fengesahan Laporan | o peyyy JANUARI 2020

Tabhunan BUMD

Unit Kerja : Bagian Administrasi Pembangunan
A HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
delivery] meliputi :
Mo, HKomponen Uraian
1. | Persyaratan LHF Auditor & Laporan Manajemen )/ Kinerja Direksi
2 Slst:m_‘ BUMD menyerahkan LHF Auditor dan Laporan BUMD menerima 3K Pengesahan
Mekanisme, Manajemen,/Kinerja kepada DF/BEP BUMD Laporan Tahunan BUMD
dan Prosedur
L 3 F 9
Dewan Pengawas BUMD menerima LHP Auditor dan
membahas bersama Direksi Laporan Manajemen Kinerja
BUMD yang E'La:_'.l:'l.j'a. berupa Laporan Tahunan _El'.l!dl:l BUMD menerima undangan
vang terdiri dari Laporan Kewangan setelah Audit dan rapat pembahasan Laporan
Laporan Manajemen (Kinerja yang ditandatangani bersama =™ Tohunan BUMD
Direksi & Dewan {Badan Pengerwas & disampaikan Bagian
Elkonomi Pembangunan
3. | Jangksa Waktu | 1 Bulan
Pelayvanan
4. | Biaya/tarif Rp. 0 |Gratis)
3. | Produk Pelayanan Pengesahan Laporan Tahunan BUMD
Pelavanan
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 0B1537694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muks Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) :
Nio. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1| Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah NMomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak:
. Peraturan Walikota Pontinnak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingknngan Pemerintah
Kota Pontianale.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
danfatau
Fasilitas
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Selretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelavanan walktil,
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




ETANDAR PELAYANAN

Pelayanan
Penggunaan Laba BUMD

No. Dolkumen : J/SEKRETARIAT /TAHUN 2020
Persetujuan Hevisl :
] Tgl. Efektif JANUARI 2020

Unit Kerja

: Bagian Administrasi Pembangunan

Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service

A delivery] meliputi :
Nou Komponen Uraian
1. Persyaratan Rencana Kerja BUMD
2 Sistem,
Mekanisme, BUMD menvampaikan Surat Dewan Pengawas BUMD
dan Frosedur Permohonan Penggunaan menyampaikan Surat
Laba Bersih BUMD DP/BF » Permohonan Penggunaan
BUMD Laba Bersih BUMD DF/BF
BUMD
¥
BUMD menerima undangan
BUMD menerima SK rapat pembahasan Rencana
Persctujuan Penggunaan |4 Penggunaan Laba Bersih
Laba Bersih BUMD BUMD
3. Jangka Waktu | 3 Hari
Pelayanan
4. Biaya ftarf Rp. 0 (Gratis)
S Produk Pelayanan Persetujuan Penggunaan Laba BUMD
Pelayanan
. Penanganan 1. EME Pengaduan : 08 157694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengadusn (Kasubbag
masukan Perencanaamn)
B Komponen Standar Pelavanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi imanufacturing) :
Mo, Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RHeformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Bomor 2 Tabun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
£. Peraturan Walikota Pontinnak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingknngan Pemerintah
Kota Pontianal.
2. | Barana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, BRuang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Frasarana, dan Kamera
danfatau
Faszilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
FPelayanan wea ki,
7. | Jaminan Surat Moll dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : JSEKRETARIAT/TAHUN 2020
Pelayanan Pelaksanaan Hevisl :
ya . Tgl. Efelktif JANUARI 2020
Hoordinasi

Unit Kerja : Bagian Administrasi Pembangunan
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
delivery] meliputi -
Mo, Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat permohonan
2. | Sistemn, Mekanisme, | 1. Pemohon menyampaikan data dan hal terkait permohonan pembahasan
dan Prosedur masalah kepada Bagian yang dituju sesuai permasalahan
2. Pemohon menerima undangan fasilitasi/koordinasi dan melaksanakan
rapat koordinasi
3. Pemohon mendapatkan fasilitasi dan menindsaklanjuti hasil rapat
koordinasi
3. | Jangks Wakin 3 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/ tarif Rp. O [gratis)
5. | Produk Pelayanan Pelayanan Pelaksanaan Koordinasi
6. | Penanganan 1. EMS Pengaduan : 08157694500
Pengaduan, saran 2. Tersedia Kotak Pengaduan
dan masukan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
OTgaNisasi (manufacturing) :
Mo Komponen Uraian
1. Dasar Hukum f. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
d. Permturan Walikota Pontianak MNomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Eota Pontianak.
2. Sarana, ATEK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
FPrasarana, dan Kamera
danfatau
Fasilitas
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 8. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
5. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | JJaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelayanan wakiu.
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Pelayanan
Aula/Ruang Rapat

No. Dokumen : JSEKRETARIAT /TAHUN 2020
Feminjaman Revisl :
i Tgl. Efelctif JANUART 2020

Unit Kerja : Bagian Umum
A Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyvampaian pelayanan [service
delivery) meliputi -
Nio. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat peminjaman aula/ruang rapat
2. | Sistem,
Mekanisme, dan Pemohon menvampaikan Pemohon menerima jadwal
Prosedur surat permohonan pemakaian aula/ruang rapat
peminjaman aula/mang
rapat kepada Bagian Rumah l
Taness
Pemohon menggunakan
aula fruang rapat sesuai jadwal
3. | Jangka Waktu 1 Hari
Pelayanan
4. | Biaya/ tarif Rp. 0 |Gratis)
5. | Produk Pelayanan | Pelayanan Peminjaman Aula/Ruang Hapat
6. Penanganan 1. SMS Pengaduan : 08 137694300
Pengaduan, saran 2. Tersedia Kotak Pengaduan
dan masukan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan (Kasubbag
Perencanaan)
B HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing) -
Nio. Komponen Uraian
1. | Dasar Hukum a. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
153 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 320 Tahun 20013 tentang Petunjuk Telkmnis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianal.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan/atau
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksans b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 8. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelayanan wakiu.
7. | Jaminan Surat Moll dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikots Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali
Pelaksanaan




A Pelayanan
Bagian Organisasi

or AR x No. Dokumen : /SEKRETARIAT/TAHUN 2020
Konsultasi da Revial ?
e Tgl. Efcktif JANUARI 2020

Unit Kerja : Bagian Organisasi
Y Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat, lisan, melalui telepon
2. | Sistem,
Mckanisme, dan || Pemohon menyampaikan Pemohon Pemohon
Prosedur permohonan menerima menerima
konsultasi/berkunjung ~¥ jadwal ¥ konsultasi/fasilita
kepada Bagian Organisasi konsultas si sesuai
3. | Jangka Waktu Pelayanan administrasi 10 menit, Pelayanan konsultasi scsuai keperiuan
Pelayanan (relatif)
4. | Biaya/tarf Rp. O (gratis}
5. | Produk Pelayanan Konsultasi pada Bagian Organisasi (Tata Laksana, Kelembagaan,
Pelayanan Kebijakan Aparatur & Analisis Jabatan)
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 08157694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan,
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pecjabat pengelola pengaduan (Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar F’cla_vanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufaclurins! ~
No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas: Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
¢. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Mcja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan/atau
Fasilitas
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
5. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan MoU dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelayanan waktu.
7. | Jaminan Surat MoU dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sckali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Pelayanan
Mahasiswa

No. Dokumen : JSEKRETARIAT /TAHUN 2020
Izin Penelitian Rovisl :
Tgl. Efektif JANUARI 2020

Unit Kerja

: Bagian Umum

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service

A delivery) meliputi :
Nao. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Berkas Permohonan
2. | Sistem,
Mekanisme, dan Pemohon Pemohon menerima Melakukan permintaan
Prosedur menyverahkan surat persetujuan data pada Bagian di
permohonan lzin penelitian atau | Sekretariat Daerah
Penelitian, H* penolakan penelitian sesuai dengan
diserahkan [jika tidak disetujui) keperiuan
kepada Bagian
Tata Usaha
3. | Jangka Waktu 1 Jam 10 Menit
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. O |gratis)
3. | Produk Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa
Pelayanan
6. | Penanganan 1. EMS Pengaduan :
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi (manufacturing -
Mo, Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Bomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
2. Permturnn Walikota Pontinnak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Eota Pontianal.
2. | Sarana, ATE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
dan fatan
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 8. Kepala Sub Bagian
Internal b. Kepala Bagian
. Sekretaris
S. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelayanan wakti.
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjazama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelavanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Tamu

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efcktif

JSEKRETARIAT/TAHUN 2020

JANUARI 2020

Unit Kerja : Bagian Umum
A Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |service delivery)
meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat, Lisan, Melalui Telepon
2. | Sistem
Mek : d Tamu Tamu Tamu Tamu
ﬁ;igf:nc' an berkunjung mengisi buku menerima dipersilakan
kepada Bagian tamu arahan | | menemui
Tata Usaha 2 ECEUAL pejabat yang
keperiuan dituju
3. | Jangka Waktu 35 Menit
Pelayanan
4. | Biaya/tarif Rp. O (Gratis)
5. | Produk Pelavanan | Pelayanan Tamu
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 081537694500
Pengaduan, saran 2. Tersedia Kotak Pengaduan
dan masukan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat pengelola pengaduan [(Kasubbag
Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian)
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayvanan di internal
organisasi (manufacturing) -
Mo Komponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produlk
Hukum Dasrah.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Daesramh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pantianak
€. Peraturnan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 20013 tentang Petunjuk Tekmnis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
FPrasarana, dan Kamera
danfatau
Faszilitas
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana .
b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan a. Kepala Sub Bagian
Internal .
b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
FPelaksana
6. | Jaminan Pelayanan dengan Ramah, Santun, Cepat dan Tertib
Pelayanan
7. | Jaminan RFuang tamu yang bersih nyaman dan aman.
Keamanan dan
Keselamatan
Peclavanan
2 1 Evahiool Kimeria 1 1 FHilarn Ssbals




STANDAR PELAYANAN

Pelayanan
Kerja/ Study Banding

MNo. Dokumen : JSEKRETARIAT /TAHUN 2020

Revisi

Kunjungan | o eektis

JANUART 2020

Unit Kerja : Bagian Umum
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |service
delivery] meliputi :
Mo, Komponen Uraian
1. | Persyaratan Surat dan alat-alat kelengkapan acara
2. | Sistem,
Mekanisme, Tamu kunjungan menyampaikan surat tentang waktu kunjungan, jumlah
dan Prosedur rombongan dan jadwal kegiatan selama berada di kota Pontianak kepada
Bagian Tata Usaha dan Bagian Hubungan Masyarakat
¥
Tamu kunjungan berkunjung ke Kota B Liﬁ?rﬁ:?jiﬂﬁ
Pontianak dan menerima pemaparan serta ¥ kunjungan
dapat meminta data sesuail kebutuhan
3. | Jangks Wakiu | Pelayanan administrasi 1 Jam 535 Menit, Pelayanan kunjungan sesuai dengan
Pelayvanan keperfuan kunjungan (relatif]
4. | Biaya, tarif Rp. 0 [Gratis)
3. | Produk Penyelenggaraan Pelayanan Tamu
Pelayanan
6. | Penanganan 1. SMS Pengaduan : 08137694500
Pengaduan, 2. Tersedia Kotak Pengaduan
saran dan 3. Tatap Muka Langsung dengan pejabat Pengelola Pengaduan [Kasubbag
masukan Perencanaan)
B Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal
organisasi imanufacturing) -
Mo HKomponen Uraian
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
d. Peraturan Dasrah Momor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota
Pontianak
€. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak.
2. | Sarana, ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan
Prasarana, dan Kamera
danfatau
Fasilitas
3. | Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan 8. Kepala Sub Bagian
[nternal b. Kepala Bagian
c. Sekretaris
3. | Jumlah 2 orang
Pelaksana
6. | Jaminan Pembuatan dan Penandatanganan Mol dan Kerjasama dengan benar dan tepat
Pelayanan wakiu.
7. | Jaminan Surat Mol dan Perjanjian Kerjasama di cap basah Walikota Pontianak
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja | 1 Bulan Sekali
Pelaksanaan
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